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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara

diajukan oleh:
Junaedi Taha Bin Hlihig : Jala Islam, pendidikan

(=%
Pengadilan Agamal /; g XX ﬁ
Telah mempelajari \ @g& [al g arkara ini.
ST

Telah mendengar kete%g

Telah memeriksa alat-alat

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya
bertanggal 19 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
14/Pdt.P/2019/PA.Mdo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Hamidun Taha bin Taha
K.Hasan telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Nuraini
Talib binti Tani Talib sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan
Akta Nikah dengan No: 61/11/VI11/1986 tertanggal 07 Februari 2019 , dan

tidak pernah bercerai;
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2. Bahwa dalam pernikahan antara Hamidun Taha bin Taha K.Hasan
dan Nuraini Talib binti Tani Talib telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
yang bernama Junaedi Taha bin Hamidun Taha (Pemohon);

3. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 bapak Hamidun Taha bin Taha
K.Hasan telah meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Kutipan
Akta Kematian dengan No: 7171MU201900375 tertanggal 24 Januari
2019;

4, Bahwa setelah Almarhumn amidun Taha bin Taha K.Hasan

5. Bahwa unt dari Almarhum
Hamidun Ta \IE@bkan bahwasanya
Junaedi Tah Ahli Waris yang

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan yakni Junaedi Taha bin Hamidun Taha (Pemohon) adalah

Ahli Waris yang sah dari Almarhum Hamidun Taha bin Taha K.Hasan;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang

menghadap sendiri di persidangan.
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Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian
dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Junaedi Taha yang

dikeluarkan oleh Pemeriniahe=Provinsi Sulawesi Utara, telah

j& Nurain Talib yang
esi  Utara, telah

ocokkan dengan

dengan aslinya, kemudiafeeigErEkee ‘

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1580/1991 atas nama Junaedi
taha, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kotamadya Manado, telah bermeterai cukup, telah dinazegellen,
dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai
dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.4

5. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7171MU201900375 atas nama
Hamidun Taha dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kotamadya Manado, telah bermeterai cukup, telah dinazegellen,
dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai

dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.5
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6. Asli Surat Keterangan waris yang dibuat oleh Pemohon
bertanggal 5 April 2019 dibenarkan oleh kepala Kelurahan Sumompo,
kemudian diberi kode P6.
b. Bukti Saksi :
Saksi 1, Iskandar Yanis, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Tukang Gunting, bertempat tinggal di Kelurahan Banjer,
Kecamatan Tikala, Kota Manado, memberikan keterangan di bawah

sumpabh, pada pokoknya sebagaizbeti

Nurain talib I Pemohon;

- n Taha bin Taha
% o : o

K.Hasan tela ggal dupiartaniogal 2 ri 2019 karena sakit;

meninggal dunia, ~. 2 p#Talib binti Tani Talib telah
menikah lagi.
- Bahwa orangtua dari almarhum Hamidun Taha telah
meninggal dunia terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan
ini untuk kepentingan kepengurusan hak-hak dari Almarhum
Hamidun Taha bin Taha K.Hasan ;
Saksi 2, Hasna Taha, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Tuminting,
Kecamatan Tuminting, Kota Manado, memberikan keterangan di bawah
sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
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- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Hamidun Taha bin
Taha K.Hasan sebagai ayah kandung Pemohon ;

- Bahwa saksi kenal dengan Nuraini Talib binti Tani Talib
yang merupakan isteri dari almahum Hamidun Taha , yang tidak
pernah bercerai;;

- Bahwa saksi mengetahui almarhum Hamidun Taha dan ibu
Nurain talib hanya mempunyai satu orang anak yakni Pemohon;

imbapak Hamidun Taha bin Taha

kan permohonan

ini  untuk DE 3 i dari Almarhum

Bahwa sela ) engajukan apapun

Bahwa untuk BS | e ini, ditunjuk segala

sesuatu yang tercantum g geritaacars fhgan perkara ini sebagai

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil
permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan
kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili
permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya
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adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49
huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang
dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas
permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris,
oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh
Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Manado untuk
memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk_meneguhkan dalil-dalil permohonannya,

//\ )
Pemohon telah mengaju i Sur gL P1 sampai dengan P6 dan

2 (dua) orang saksi r' ARG andar Yanis dan Hasna
Taha.

diteliti ternyata diké
cukup dan berca

‘ telah dicocokkan
dengan aslinya te ,, "4'5 telah memenuhi
syarat formil sehin

Menimbang, \/ ASaran 3 P4, P5 dan P6

tersebut terbukti

Undang Nomor

alah Penduduk yang
berdomisili di kota Mana Iah anak kandung satu
satunya dari dari almarhum Harrfelsiikes an Nur’ain Talib (isteri almarhum
hamidun Taha) dan almarhum Hamidun Taha telah meninggal dunia pada
pada tanggal 14 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon
tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun
alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga
kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal
baik Almarhum Hamidun Taha dan mengetahui secara pasti tentang
kematian Almarhum Hamidun Taha bukan disebabkan atas penganiayaan

Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;
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Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata
telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan
pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu
dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-

saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim

menemukan fakta-fakta hukum_dalg erkara ini pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa Pemohon JygQStiadel ; /z, jari almarhum Hamidun
Taha;

Bahwa Nur’ain Tg

pernah bercers; /

4

untuk .mengurus hak-hak AlfakgEtEn @ Keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum tersebut diatas
maka sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus
mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang
menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli
waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi
ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak
perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok

perkawinan terdiri dari isteri atau suami.
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Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka,
maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari
Almarhum Hamidun Taha, sedangkan Nur’ain Talib termasuk dari kelompok
ahlu waris dari hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya
Pemohon dan Nur’ain Talib secara hukum untuk menjadi ahli waris dari
Almarhum Hamidun Taha, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum

Islam, seorang terhalang jadi ahli is_apabila dengan penetapan hakim

a. Dipersalahkan bl mentoba membunuh atau
menganiaya berg
b. Dipersalahkan / 1 h '1 pengaduan bahwa
pewaris telah el allatan” yano Ieeaitiengan hukuman 5
(lima) tahun pg
Menimbang, ifbah s : ternyata
Pemohon dan NuttefLie pstial-hal yang disebut
pada Pasal 173 K&
Almarhum Hamidun ] gg<t-dlinia pads [@al 14 Januari 2019,
karena sakit;
Menimbang, bahwa

apapun untuk dapat meng dan Nur'ain Talib ditetapkan
sebagai ahli waris dari Almarhum Hamidun Taha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris
dari Almarhum Hamidun Taha dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.
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Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan

yang berkaitan dengan permohonan ini.
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MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Nurain Talib Binti Tani Talib dan Junaedi Taha bin
Hamidun taha (Pemohon) adalah ahli waris yang sah dari Almarhum
Hamidun Taha bin Taha K. Hasan

3 Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

dengan tanggal Drs. Burhanudin

Mokodompit sebag Narim dan Masyrifah
Abasi, S.Ag. mas penetapan mana
diucapkan pada mum oleh Ketua

Majelis beserta Halk# gleh Hasna Harun,

Drs. Satrio A. M. Karim Drs. Burhanudin Mokodompit

Masyrifah Abasi, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Hasna Harun, SH
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Perincian biaya :

Pendaftaran :Rp 30.000,00
ATK Perkara : Rp 60.000,00
Panggilan ‘Rp 70.000,00

- Redaksi ‘Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



